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1. Undang-Undang Nomor 28 Tahuo. 1999 tentang 
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kmupsi. 

K.oluai dan NepotiJJme (Lembarsn Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambab,an Le:mbaran Negara 

Republlk Indonesia Nomur 3851); 
2. Undang-Uodang Nomor 31 Tabuo 1999 tentang 

Pembcrantasao Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Mengiogat 

b. bahwa bcrdasamaD pertimbengan 11ebagztiroana dimakaud 

dalarn hmuf a di atas, perlu menetapkan Pemturan Bupati 
tentang Perubaban Atas PeratW'8l1 Bupa.ti Grobogan Nomor 
47 Tahun 2015 teoteng PengendaJian Gmtifikasi di 
Jjnglnmpn Pemerintah Kabupeten Grobogan; 

disea11oikan; 

a. bahwa untuk meningkstkan pelalcsenaan pengendalian 
gmt.ifikasi di I inglnmgan Pemerintah Kabupaten Orobngan 

guna mewujudkuo Aparatur Sipil Negaxa ywig bc:rintegi-iWf 

dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, 

rnaka beberapa ketentuan dslam Peraturan Bupe.ti Grobogan 
Nomor 47 Tahnn 2015 tentang Pengendaliao Grati6Jcasi di 
Linglrungan Pemerintah .Kabupaten Grobogan pcrlu 

Menimbeng 

BUPATI GROBOGAN, 

DENGAN RAHMAT 1VHAN YANG MAHA ESA 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2015 
TENTANG PENGENDALlAN GRA'Ill'IKASIDI UNGKUNGAN PEMERINTAH 

KABUPATEN OROB<X}AN 

TENTANG 

PERATURAN BUPATI GROBOGAN 

NO.MOR 52 TAHUN 2018 

BUPA'll GROBOGAN 

PROVINS! JAWA TENOAH 
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MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENI'ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN 

BUPATI GROBOGAN NOMOR 47 TAHUN 2015 1ENTANG 
PENOENDAUAN GRA'lIFIKASI DI UHGKUNGAN PEMERINTAH 
KABUPATEN GROBOGAN. 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Ta:mheban 

Lembe.ran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 
sebagaimena tela.b diuba.h dengan Undang-Undang Nomor 
20 Tahu.n 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Uudsng 

Nomor 31 Tahnn 1999 tentang Pembcnmtaaao Tlodak 

Pidana Kmupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2001 Nomor 134, Tamhebao Lembaran Negara Republik 
Indonesia. Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
PembemntaMn Tindek Pidana. Korupai (Lemberan Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tarnheban 
Lemberan Ncgiua Rc:publik lndoDCSUI Nomor <4250); 

4. Undang-Undang Nomor ~ Tamm 2014 «ieotaog Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambebao Lemberan Negara Rcpublik 

Indonesia Nomoc 5494); 
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Peman1t8han Daerab (Lemba.ran Nepra Republik Indonesia 

To.bun 2014 Nomor 244, Tanibahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebapimana telAh diubah 
beberapa kali terakhJr dengan Und.ang-Undang Nomor 9 
Tahun2015 tcotang Perubaban Kedua atas Und.ang-Uudeog 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lemberan Negara Republik Indoaesia Tahun 2015 Nomor 
58, Tambeban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 

6. Pcratwan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Peraturan Diaiplin Pcgawai Negcri Sipil (Lcmharon Neg.,ra 

RepubJi.k Indonesia Tahun 2010 Mom.or 74, Tarobabao 

Lembe.ran Negara Republik lodnnesie Nomor 5135); 

7. Peraturan Bupati Grohopo Nomor 47 Tahuo 2015 tentaog 
Pengendalian Gratifikasi di Ungkunpn PemerintBh 
Kabupaten Orobogm (Berita Daerah Kabupaten Grobogm 
Tah1ln2015 Nomor47); 

Menetapkan 



3 

Pasall 

Bcberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 

1'abun 2015 tentang Pmgendalian Gratifikasi di Lingkungan 
Pemcrintah Kabupeten Grobog,m (Berit.a Daerah Kabupaten 

Grobogan Tahun 2015 Nomor 47) diubab aebiogga berbunyi sebega.i 

berikut: 
1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sebingg,i berbunyi sebagai berikut : 

Pasal 2 
(1) PegawQi Negeri/Penyeleuggara Negara wajib menolalc 

pemberian Grat:ifikasi yang bcrhubwigan dcng,an jabcrtannya 

dan berJawanan dengan kewajiban atau tugasnya yang 

diberikan secara Jangsung. 
(2) Pegawai Negeri/Penyelenggara Nepra dilarang memberikan 

aegala aesuatu bentuk gratifilmsi yang berhubungan dengan 
jabatannya d.an berla.W&Dall dengan kewajiben atau tugasn,ya. 

(3) DaJaro haJ Pcgawai Ncgicri/P\.aycJengpra Negara tidak dapat 

mcnolak pemberian Gratiflkasi Ir.arena kmldisi te:rtenlu 

seperti: 
a. grati6kasi tidak cliterima secara Jangsung, 
b. tida.k diketahuinya pemberian gratifikaai, 
c. penerima ragu dengan lrualifilcasi gratifikast. 
d. adaJJya kootfusi tertcntu yan,g tidak roungkin dito1ak, 

aeperti dapat meng:akihatkan rusaknya hubungen baik 

institusi, mernhebayakan diri sendirlfkarir 
penerima/ adanya ancaman lain, 

roak:a untuk lllC'Ogbindari allC81Daa pidana, Pegawai Negeri 
Sipil/Poenyelengglll a Negara wajib roelaporkan kepada Komisi 

Pemberantasan Kol"\1¢ paling lam.bat 30 hrui {tiga puluh) 

bari sejak tangga1 penerimaan gritlif'llksi tersebut atau 

melalui unit pengendali gmti6kasi {UPO) paling Jambat 7 bari 
(tujuh) bari kerja yang kcmudian diteruskan ke Komisi 

Panberantasao Korupsi. 
(4) Poenerimaan gratifi\asi yang tidak WD,jib dila1 <• kan tcrdiri 

dari: 
a. pemberian karena hubungan kclua.rp, yaitu k:skek/oenek, 

bapak/ibu/mertua. suami/istri, anak/menantu. cucu, 
besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, scpupu dan 

keponakao aepanjang tidak memiliki konflik kepentingan; 
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b. badiab (tanda kasib) dalam bentuk uang atau berang yang 
mm,iJiki nilai jual dalarn penyc1enggaraan peata 
pemilcahan, lcelahiran. aqiqah, baptis. lrhitanan, dan 
potong gigj, ata.u upacwa aaat/ agema lainnya dengan 
batasan ni1ai per pemberi data m eetiap acara paling banyak 

Rp 1.000.000,00 ( aatu juta rupiah); 

c. pemberian tcrkait dengan musiheb atau bencana yang 
dialami oleh pcnerima, bapak/ibu/mertua, aua.mi/istri atau 
anak penerima gratifikasi paling banyak Rpl.000.000,00 
(satujuta rupiah) per pemberi per orang; 

d. pcmberum &e$Bma pesawai dalarn nmgk:a pisah ssmbut, 
pcllBiun/promosi jabetan dan olang tahun ynng tidak 
dalarn bentu.k uang atau tidak bcrbcntuk aetara u.ang 

paling banyak Rp300.000,00 (tiga rarus rlbu rupiah) per 

pcmberi per orang dengau t.ot:al pemberian paling banyak 
Rpl.000.000,00 {satu juta rupiah) dalaro 1 (satu) tahun 
dari pemberi yang sama; 

e. pemberiAn aeaama rekan kerja tidak dalarn bentuk uang 
ato.u tidak berbentu.k setara wu1g (oek. bilyet aim, sabam, 
deposito, 110Uc:her, pulsa dan lain-lain) pains banyak 

Rp200.000,00 (dua ralus nbu nipiah) per pembcri per 
orang dengan total pemberian paling banyak 

Rpl.000.000,00 (aatu juta rupiah) dalaro 1 {satu) tahun 
dari pemberi yang aarne; 

r. bidangao atau sajian yang ber1aku umam; 
g. preatasi 8kademis atau non akademia yang di ikuti dengan 

menggunakan biaya seod.iri seperti kejuaraan, per)ombaan 
atau lwmpetisi tidak tcrkait kedioaaao; 

b. keuntungan atau bl.lop dari pcncmpatan dano, in_.taai 

atau kepemj)jkan sabarn pribadJ yang bcrlaku urnum; 

i, maofaat begi seluruh peserta koperasi Pegawai berdasarkan 
keanggotaan koperasi Pegawai Negeii yang berlaku umum; 

j. seminar kit yang berbentuk seperangkat modul clan alat 
tllll.s serta ae:rtifikat yang dipcrok:h darl kcgiatan n:ami 
kedinasan i.epert.i nJipat. seminar, wnr:Jmbop, konferensi, 
pclatihan, atau k:egiotan lain aejenis yang berlaku umum, 
tennasuk ilidalarnnya bentak-bentuk penngkat promosi 
Jerobega berlogo instamli yang bcrbiaya rendob dan berla1m 

umurn, antara lain ; pin, kalender, mug, payung. kaoa dan 

topi; 
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lanpung ke panti aauhan, panti jompo, pibak-p,bak yang 

membutubkan atau tempat peoyaluran bantuan 808ial 

Jainnya dan dilaporkan lrepada rnasing-rnasing instanai 
disertei pcnjelasan tafsiran barga dan doJrumentaai 
penyemha.nnya. untuk direkapitulasi dan dilaporakan kepada 

Komisi Peroberaobt88D Korupei. 
(9) Terbadap berang gratifikasi yang dirckomendaeikan untuk 

dikelola instansi mska dapat dilalrokan bebcrapll bal :,,-higni 

berikut: 
a. ditempatkan sebagai barang display inetansi; 

(5) Penerimaan gratifikaai bcrupll bodiab lai!gaung/,mdian, 

d.islcon/rabat, voucher, atau point rewcuds, atau sou~yang 
berlaku um.um RCSuai kewajaran dan .kr;patutan, tidal< 

rnemiJiki konO.ik kepcntingan clan tidak terkait 'krAtioaaan, 

tidak wajib di1aporlam kcpada Komiai Pembcrantasao 
Ko~psL 

(6) Pencrirneeo gratifikasi berupa honorarium bat1c dalam bent.uk 

uang/setara uaog sebe,gai lrompc:nwi pclalmoooeo tugas 

sebegai pembicara, oarasumber, lmnaultan, ww fungsi 
serupa lainnya berdasarkan pcnunjukan atau pc011gaun 

resmi dape.t dit.erima oleh Pegawai Negeri/Penyclengp.ra 
Negara sepanjang tidak ada. pembiayaan ganda, tidalt dilarang 
atau ba tentangnn dengao pe:raturan pen.mdang-1mdanpo 

atau .kr;tentuan yang berlaku. 
(7) Penerimaan Grati6Jcaai aebegairnarla dimebud pad.a ayat (7J 

dilaporkan kepeda instansi penerima. 111."bagai fungsi lmntrol 

untuk memunu potenai terjadinya pnktik korupai investif 

(Iru¥stive Corruption) dari pibak pemberi. 
(8) Penerirnaan gratifikasi berupa barang yang mudah busuk 

ataU rusak dela:ro bata38D kewajaran dspat diss.lurkan 

k. penerimaan badiab atau tunjanpn baik berupa. ua.ng atau 

barang yang ada kaitannya dengan peningkatan preata.si 
lceija yang diberikan Perner:intah sesuai dcngao pera.tman 
pct' undong w,dangan yang berl.aka; atau 

L dipcroleh dlui kompcnaaai. ataa p:rofcai diluar k,,dina•an, 

yang tidalc t.erlcait den1J8D tugas pokok dAD ftmgsi da.ri 

pcjabat/pegawai, tidak meroi]iki konJlik kepcntingan dan 
tidak me1an,iga:r atauran internal Instansi Penerima 

.Iii, • grati~m; 
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c. tnnp«t dan waktu pcnerirnooo Orati6aksi; 
d. unuan jcnia Gndifikaai yang clitcrirna; 

e, m.laJ liratitikasi den/a.am estimul harp banmg yang 

diterima; 
f. hubungan antma penc:rima Oratifikasi denpn pemberi 

Oratifikasi; dan 
g. alasan pemberian Gratifikasi dan laollOlogi penrrirnaao 

Orati6kasi 

i3) Formulir wbagairnona di maksnrl A)'At (2) diearnpaikan kepada 
Unit Peagocndalisn Gnrtffikasi (UPG) paling lambat 15 (Iima 

bela.a) barl kaleoder aejak dilerima. ditolak ataD ct,"ber,.e,wya 

Grati6kasi 
14) Unit Pengendalian Gratifikasi (UPO) wajib rneojaga kemhasiasn 

data pelapor Gratifikasi kepada pihak ro8D8pun. kr:cuali 
dirninta berdassrlmn ketentuan peraturan pe:nmdang­ 
undaopo 

Gratifika•i· • 

(2) Focmulic achepiroana ctimabud ayat (1) memuat ketentua.n 

aebagai bedkut : 

a. identitaa pdspor terdiri dari name dan slamat lmgkap 

penerima Oratifikasi serta oarna clan alarnat 1engkap 
pemberi Gra:ti6Jrasi; 

b. jabatan Pegawai Negeri Sipil ata.u Pen)-eleoggara Nepra 
peoerima Gratifikasi serta pelcerjasn den jahatan pemberi 

(1) Laporan penerirnaan Oratifikasi disampaikao seeara tertulis 
kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPO) dengan mengjsi 
formulir yang ditetapkan at.an rnelalui 11\lnrt eJe1dronik deogao 
pJsrnat inspelctorat...u~bopn .. lJ).id cfuertm bukti fato 

wqjud Omtifikasi; 

Pasal 7 

b. digunakan untuk kegiatan operasional instansi, 

c. disalurJmn kepada pibak yang membubiblcao antara lain, 
panti asuhan, panti jomp(), at.au t.empat penyaluran 
bontuan eosial lainnyn; a.tau 

d. diserahkan kepada pegawa.i yang menerima grarifikasl 
untulc diman(gatbm sebApi penunjang lrinerja. 

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, !lehin81!:19 berbunyi aebegai berikut: 
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BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2018 NOMOR 52 

Diundangkan di Puro>odadi 

~-um.ggal 12 Septe,qber 2018 
~ ·"' , :ARIS D 
q:.:.=UP.~TEN GROB..,...,,. 

Pasal n 
Pcraturan Bupati ini an tlai berlaku pada tanggat diundangkan 
Agar setiap orang mengetah.uinya. rnemeriotsbkan pengundangan 

Pl:ratw-an Bupati ini dalaro Bcrita. Da.crah Kabupaten GrobcJsiln 
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